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SIKLUS PENDEKATAN BERBASIS RISIKO (RISK BASED APPROACH)

STEP 1: IDENTIFIKASI RISIKO BAWAAN (INHERENT RISK)\

|

Jenis-Jenis Risiko

4 )

Nasabah berdasarkan tingkat risiko dengan
mempetimbangkan risiko bawaan (inherent
risk) dalam kegiatan usaha PJK IKNB.
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Risiko Nasabah

4 Risiko Negara/Geografis/ Yurisdiksi\

Lokasi geografis PJK IKNB, lokasi geografis
nasabah, atau lokasi tempat terjadinya
hubungan usaha.
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Produk, jasa, atau transaksi yang mungkin
dapat  terpapar risiko yang lebih tinggi
terkait APU dan PPT.
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Risiko Produk/Jasa/Transaksi
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Media yang digunakan untuk memperoleh
atau menawarkan barang dan jasa, apakah
secara langsung, melalui agen, dan/atau

Risiko Jaringan Distribusi

secara online.
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Risiko relevan lainnya.

( STEP 6: PENINJAUAN \

PENDEKATAN
BERBASIS RISIKO
(RISK-BASED APPROACH)

Tinjauan berkala atas pendekatan
berbasis risiko (risk-based approach)
untuk efektifitas penerapan program

\ APU dan PPT. )
(

STEP 5: PENDEKATAN
BERBASIS RISIKO
Penerapan strategi mitigasi dan
pengendalian untuk area berisiko tinggi
terhadap risiko Pencucian Uang dan
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( STEP 2: MENETAPKAN\
TOLERANSI RISIKO

Risiko apa saja yang dapat
diterima dan ditolerasi oleh PJK
IKNB.
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STEP 3: PENGURANGAN DAN
PENGENDALIAN RISIKO

Mengembangkan dan menyusun
dokumen strategi mitigasi untuk area

Eendmam Terorisme. berisiko tinggi. y
STEP 4: EVALUASI RISIKO RESIDUAL
Risiko residual merupakan risiko yang masih tersisa
setelah dilakukan mitigasi risiko dan pengendalian.
Risiko residual harus dibandingkan dengan risiko
yang ditoleransi.
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